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this will of course affect the smooth running of the justice system and will
affect the efficiency, effectiveness and productivity of the judiciary itself. So,
to ensure this, there needs to be clarity regarding the position of the Supreme
Court Regulations in the hierarchy to avoid overlapping between legal
regulations whose types are recognized in the law. Clarity regarding this
position also influences regulatory products that will be issued between
institutions or bodies that have the same authority in making laws and
regulations, so that legal certainty is realized in the context of accommodating
so many types of positive regulations and their regulations.

Abstrak
Tujuan penelitian ini yang berjudul Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan Dalam
Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. Adapun jenis penelitian yang penulis
gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Secara umum
persidangan hybrid merupakan modernisasi dalam tata cara persidangan dengan
memanfaatkan teknologi digital, namun untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu
pada pengaturan persidangan konvensional yang berlaku, hal tersebut menjadi pertanyaan
mengapa tidak dilakukan pengaaturan secara menyeluruh, sangat penting untuk memastikan
bahwa persidangan hybrid diselenggarakan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan. Jika tidak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kedua, Berkaitan dengan
kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat namun berada pada luar hierarki, tentunya akan berpengaruh
kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi,
efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjaminnya perlu adanya
kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki
untuk menghindari terjadinya overlapping antar peraturan perundang-undangan yang
jenisnya diakui dalam undangundang. Kejelasan perihal kedudukan ini turut mempengaruhi
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produk peraturan yang akan dikeluarkan antar lembaga atau badan yang memiliki
kewenangan yang sama dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga
kepastian hukum terwujud dalam konteks mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan
positif beserta regulasinya.

Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana,Cepat,Biaya Ringan, Persidangan Hybrid, Perkara Perdata

. PENDAHULUAN

Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas
utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat
(4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan
bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" bertujuan untuk
mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga
menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada perjalanannya terdapat berbagai
kendala dalam penerapan asas tersebut terutama dalam penyelesaian perkara perdata.
Proses persidangan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, serta biaya yang tinggi kerap
dengan adanya pandemi covid-19 yang memberikan tantangan tersendiri dalam
penyelenggaraan persidangan secara konvensional.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut telah dikeluarkan sebuah kebijakan terkait
penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau secara daring (online) bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan serta meminimalisir biaya
yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara, kebijakan ini awalnya diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik. Sesuai dengan konsiderannya hadirnya PERMA 7 Tahun 2022
tersebut sebagai penyempurnaan dari system e-Court pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019
dengan menambah pengaturan beberapa aspek dalam Sistem Persidangan Elektronik
sehingga mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi
apapun.

Perubahan yang dilakukan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini membawa pengaruh
signifikan dalam proses litigasi perkara perdata pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia terkhusus pada aturan persidangan yang mengarahkan untuk
dilaksanakan secara elitigasi, sehingga dengan kata lain mengatur suatu perkara yang telah
didaftarkan secara elektronik juga harus melaksanakan persidangan secara elektronik.
Dimana pelaksanaan persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat membuat
penyelesaian perkara menjadi lebih sistematis dan efisien di dalam suatu sistem yaitu dimulai
sejak dilakukannya tahapan administrasi pendaftaran perkara, proses persidangan hingga
dijatuhkannya putusan sebagaimana harapan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata
itu sendiri yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu juga menjadi harapan
setiap individu yang beracara di Pengadilan.

Menjadi permasalahan adalah apakah PERMA nomor 7 Tahun 2022 tersebut dapat
memberikan pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dalam
menerapkan suatu hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman
harus diperhatikan aspek hukum hukum acara perdata dan nilai nilai hukum yang terkandung
didalamnya tanpa mengesampingkan nilai nilai tersebut, sehingga bukan hanya
mementingkan 5 aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan hukum namun juga
memperhatikan prosedur pembuatan sebuah hukum yang akan diberlakukan tersebut. Oleh
karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai penerapan asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks persidangan hybrid perkara
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perdata. Dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
ditunjang dengan perspektif terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
dan solusi yang tepat dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan terjangkau bagi
masyarakat.

Variabel yang akan diuji dari banyak hal terkait teori hukum dan beberapa norma hukum
adalah dalam pengaturan tata laksana persidangan perkara perdata secara hybrid yang diatur
oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik. Pada latar belakang ini memuat ide tema yang mendasari
secara keseluruhan, menguraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan
alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik
untuk mencari apa relevansi pemecahan dengan tema pokok yaitu persidangan secara
hybrid, menguraikan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam konteks teori dengan
lingkup permasalahan yang lebih luas, dan bertujuan sebagai sumbangan penelitian tersebut
terhadap permasalahan proses persidangan campuran antara Konvensional dengan
Elektronik.

Il. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatiFe.
Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga
dinamakan penelitian hukum normative. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statue approach).

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui
peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya. Adapun data
sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan
Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan
informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi
pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang
sedang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Prosedur Persidangan Perkara Perdata Konvensional dan Elektronik
Dilihat dari sudut pandang normatif, persidangan hybrid untuk perkara perdata memiliki
beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
1. Dasar Hukum
Pelaksanaan persidangan hybrid harus memiliki landasan hukum yang kuat. PERMA
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik memberikan payung hukum,
namun masih diperlukan pengaturan lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan
untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam praktiknya.
2. Asas Peradilan
Persidangan hybrid harus tetap menjunjung asas-asas peradilan seperti sederhana,
cepat, biaya ringan, serta menjamin keadilan dan kebenaran. Kendala teknis tidak boleh
mengurangi pemenuhan asas-asas tersebut.
3. Keabsahan Proses Persidangan
Secara normatif, proses persidangan hybrid harus memenuhi ketentuan hukum acara
yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini mencakup tata cara
pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi, pembacaan putusan, dan lainnya.
4. Kesetaraan Hak dan Akses
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Secara normatif, persidangan hybrid harus menjamin kesetaraan hak dan akses bagi
para pihak yang berperkara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil
bagi pihak tertentu karena faktor teknologi atau akses internet.

Kepastian Hukum

Secara normatif, persidangan hybrid harus memberikan kepastian hukum yang sama
seperti persidangan konvensional. Keputusan dan putusan yang dihasilkan harus
memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara normatif, pelaksanaan persidangan hybrid tidak boleh mengurangi atau
melanggar hak asasi manusia seperti hak atas keadilan, hak atas privasi, dan hak untuk
didengar pendapatnya.

Peran Aparat Penegak Hukum

Secara normatif, aparat penegak hukum harus tetap menjaga integritasnya dalam
menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dalam persidangan hybrid.

Dari sudut pandang normatif, persidangan hybrid harus diatur dan dilaksanakan

sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku
sehingga tidak mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Persidangan secara konvensional dan persidangan secara elektronik/hybrid memiliki

pengaturan yang berbeda, berikut penjelasannya:

1.

Persidangan Konvensional
Persidangan konvensional diatur dalam Hukum Acara Peradilan yang berlaku, seperti:
Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana, Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)
untuk perkara perdata, Hukum Acara Peradilan Agama untuk perkara di lingkungan
Peradilan Agama, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk perkara di
lingkungan Peradilan TUN
Pada persidangan konvensional, para pihak harus hadir secara fisik di ruang sidang
pengadilan. Pemeriksaan alat bukti seperti dokumen, barang bukti, saksi, dll dilakukan
secara langsung di persidangan.
Persidangan Elektronik/Hybrid
Persidangan hybrid diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2022 tentang Persidangan Elektronik. Dalam PERMA ini diatur mengenai: Tata cara
pendaftaran perkara secara elektronik, Pemanggilan pihak secara elektronik,
Pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik, Penyampaian dokumen/surat secara
elektronik, Pembuktian, Pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, dll.

Pada persidangan ini para pihak tidak harus hadir secara fisik, melainkan dapat

mengikuti persidangan secara daring/virtual dengan memanfaatkan teknologi seperti video
conference.

Namun, untuk tahapan pembuktian seperti pemeriksaan alat bukti dokumen fisik dan

kehadiran saksi, masih mengacu pada hukum acara konvensional yang mensyaratkan
pemeriksaan secara langsung di persidangan.Secara umum persidangan hybrid merupakan
modernisasi dalam tata cara persidangan dengan memanfaatkan teknologi digital, namun
untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu pada pengaturan persidangan
konvensional yang berlaku. Ada beberapa alasan mengapa pada tahap pembuktian dalam
persidangan elektronik (e-court) masih mengacu pada hukum acara konvensional:

1.

Keabsahan Alat Bukti

Dalam hukum acara, terdapat ketentuan yang ketat mengenai jenis-jenis alat bukti yang
sah dan dapat diajukan di persidangan. Seperti surat/akta, saksi, persangkaan,
pengakuan dan sumpah. Alat bukti ini sebagian besar masih berupa dokumen fisik atau
kehadiran saksi secara langsung. Sehingga sulit untuk disampaikan/dihadirkan secara
digital/elektronik sepenuhnya.

Pemeriksaan Keotentikan Bukti

Hakim perlu memastikan keotentikan alat bukti seperti keaslian dokumen, tanda tangan,
dan lain-lain. Hal ini lebih mudah dilakukan dengan memeriksa bukti fisik secara langsung
daripada melalui versi digital yang berpotensi dimanipulasi.
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3. Penilaian Kredibilitas Saksi
Dalam pembuktian, hakim menilai kredibilitas saksi berdasarkan pengamatan langsung
seperti bahasa tubuh, nada suara, dan gerak-gerik saat memberikan keterangan. Hal ini
sulit dilakukan jika saksi hanya diperiksa secara virtual/elektronik.

4. Kekhawatiran Penyalahgunaan
Terdapat kekhawatiran jika pembuktian dilakukan secara full elektronik, ada potensi
penyalahgunaan seperti rekayasa bukti digital, intimidasi saksi, atau gangguan teknis
yang dapat mempengaruhi persidangan.

5. Budaya dan Kebiasaan
Pembuktian secara konvensional sudah menjadi praktik yang lama berlaku dalam sistem
peradilan di Indonesia. Perubahan menuju pembuktian full secara elektronik
membutuhkan persiapan, penyesuaian regulasi dan budaya hukum yang berjalan secara
bertahap.

Dengan mengacu pada hukum acara konvensional untuk tahap pembuktian diharapkan
dapat menjaga keabsahan, keotentikan dan integritas alat bukti, serta memastikan penilaian
yang adil dan obyektif terhadap kredibilitas saksi. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan
kepastian hukum dalam proses peradilan.

Tahapan pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara prinsip dapat
dilakukan secara elektronik (e-litigation), meskipun saat ini masih banyak mengacu pada
hukum acara konvensional karena untuk melakukan pembuktian secara penuh elektronik
terdapat beberapa persyaratan dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Seperti berikut :

a. Pengaturan dalam Regulasi
Diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai
tata cara pembuktian secara elektronik, jenis-jenis alat bukti elektronik yang dapat
diterima, serta mekanisme pemeriksaan dan penilaian alat bukti elektronik.

b. Keamanan dan Keotentikan Data
Harus ada mekanisme dan infrastruktur teknologi yang menjamin keamanan,
keotentikan, dan integritas data alat bukti elektronik agar tidak dapat dimanipulasi atau
disalahgunakan.

c. Penyesuaian Hukum Acara
Diperlukan penyesuaian terhadap hukum acara yang berlaku, seperti pengakuan
terhadap alat bukti elektronik, tata cara pemeriksaan saksi/ahli secara virtual, dan
mekanisme penyampaian dokumen elektronik sebagai alat bukti.

d. Infrastruktur Teknologi
Lembaga peradilan harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti sistem
penyimpanan data terpusat, jaringan komunikasi yang andal, dan perangkat penunjang
lainnya untuk memfasilitasi pembuktian elektronik.

e. Pelatihan Sumber Daya Manusia
Hakim, panitera, jurusita, analis, advokat, dan pihak-pihak yang terlibat harus
mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan alat bukti elektronik, pemeriksaan
saksi/ahli secara virtual, dan penggunaan teknologi dalam proses pembuktian.

f. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Proses pembuktian elektronik harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti
hak atas keadilan, hak atas privasi, dan hak untuk didengar pendapatnya, meskipun
dilakukan secara virtual.

Dengan pemenuhan persyaratan dan penyesuaian tersebut, proses pembuktian dalam
persidangan perkara perdata dapat dilakukan secara lebih efisien dan modern melalui sarana
elektronik, tentunya dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum

Persidangan Hybrid dalam menjawab perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan
masyarakat

Terdapat beberapa alasan mengapa Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan
tentang persidangan hybrid melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :
a. Meningkatkan Efisiensi dan Akses Keadilan

Syarif Asas Peradilan Sederhana, Hal 193-203 197




Persidangan hybrid bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dari segi
waktu dan biaya. Selain itu, persidangan hybrid juga dapat meningkatkan akses terhadap
keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan
mobilitas.
b. Mengikuti Perkembangan Teknologi
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah berbagai sektor, termasuk
dunia peradilan. Pengaturan persidangan hybrid merupakan bentuk adaptasi dan
modernisasi lembaga peradilan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.
c. Reformasi Birokrasi Peradilan
Persidangan hybrid merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi peradilan untuk
mewujudkan peradilan modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi
Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.
d. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya
Dengan persidangan hybrid, diharapkan dapat menghemat anggaran dan sumber daya
seperti biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan ruang sidang yang besar. Hal ini
penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran lembaga peradilan.
e. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik
Persidangan hybrid berpotensi meningkatkan transparansi proses peradilan karena
memungkinkan publik untuk mengakses dan mengawasi jalannya persidangan secara
daring. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan.
f.  Mengakomodasi Situasi Khusus
Pengaturan persidangan hybrid juga dimaksudkan untuk mengakomodasi situasi khusus
(seperti pandemi COVID-19 tahun 2020-2022) , di mana pembatasan fisik dan jarak sosial
menjadi penting untuk diterapkan dalam persidangan.
Dengan berbagai alasan tersebut, Mahkamah Agung berharap pengaturan persidangan
hybrid dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga peradilan dalam memberikan
pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat.

Kebijakan Persidangan Secara Hybrid Dalam Penggunaan Sarana Teknologi Elektronik
Dewasa Ini

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di
Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan
hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi
seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut dunia hukum untuk
meningkatkan kualitas peradilannya, hal ini cukup menjadi solusi agar proses administrasi
perkara dan persidangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan. Jawaban agar terealisasinya asas tersebut yakni dengan
melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung
dengan keseriusannya untuk mengupayakan terwujudnya hal itu yakni dengan menerbitkan
PERMA dan Petunjuk Teknisnya.

Mahkamah Agung sendiri sebagai pemegang Kekuasaan Judikatif dalam mendukung
terciptanya efektivitas pemeriksaan perkara perdata tersebut selain telah menerbitkan
berbagai petunjuk dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Seperti PERMA tentang
Mediasi, PERMA tentang Gugatan Sederhana, SEMA tentang penentuan biaya perkara,
SEMA tentang pembatasan jangka waktu penangan perkara, maupun peraturan - peraturan
lainnya yang berkaitan dengan teknis administrasi maupun teknis juridis dalam pemeriksaan
perkara perdata, maka seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang Tekhnologi
Elektronik dan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa ketentuan yang
bersifat teknis administrasi dan teknis juridis dalam pemeriksaan perkara khususnya dalam
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pendaftaran dan pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sarana elektronik
dalam bentuk ketentuan Pendaftaran Perkara secara Elektronik (E-Filling), Pembayaran
Panjar Perkara secara Elektronik (E-Payment), Pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri
Persidangan secara Elektronik (E-Summon) dan Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik
(E-Litigation), serta pemanggilan dan pemberitahuan persidangan maupun upaya hukum
kepada Pencari Keadilan, yang kesemuanya mempergunakan sarana Tekhnologi Elektronik
dan Informasi dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemeriksaan perkara
guna mewujudkan asas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja Mahkamah Agung memiliki
tujuan untuk efisiensi waktu dalam penanganan perkara, mengurangi penumpukan perkara di
setiap tingkat peradilan, dan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan
masyarakat yakni peradilan yang efisien, efektif, dan transparan. Pemanfaatan teknologi
informasi juga dilakukan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai
dengan pedoman dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Asas ini merupakan asas universal
(umum) yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas ini terlihat dari adagium
justice delayed is justice denied, yang memiliki makna bahwa proses peradilan yang lambat
sama dengan tidak memberikan keadilan kepada para pihak. Adagium ini kemudian lahir
secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat, sehingga
dapat segera memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.

Selain itu dalam proses administrasi perkara khususnya berkaitan dengan
pemberitahuan kepada Para Pihak berperkara seperti proses pemanggilan persidangan dan
pemberitahuan serta yang berkaitan dengan adanya upaya hukum yang diajukan oleh pencari
keadilan, pada persidangan Hybrid tidak lagi dilakukan dan disampaikan oleh Jurusita
langsung kepada Pihak melainkan dilakukan melalui media Surat Tercatat yang melibatkan
pihak ketiga yaitu dari PT. Pos Indonesia (SEMA nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara
Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat).

Pemanfaatan sarana Tekhnologi Elektronik atau Sistem Informasi Elektronik oleh
Mahkamah Agung dan penyampaian pemberitahuan proses persidangan melalui Media Surat
Tercatat, yang kesemuanya dipergunakan sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan
terciptanya administrasi perkara dan pemeriksaan perkara yang lebih dapat memberikan
jaminan terciptanya keadilan prosedural maupun keadilan substansial melalui pelaksanaan
asas sederhana, cepat dan biaya murah yang lebih efektif dan efisien, dalam implementasinya
tidaklah dapat berjalan dengan mudah mengingat selain diperlukan sarana pendukung yang
maksimal dalam bentuk perangkat Tekhnologi Elektronik yang memadai di setiap satuan kerja
pada jajaran Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pelaksanaan kerjasama dengan PT.
Pos Indonesia untuk penyampaian Surat Tercatat, akan tetapi harus dipersiapkan juga
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan Tekhnologi Elektronik dan
sekaligus memiliki kemampuan penguasaan Teknis Judisial baik Teknis Judisial Prosedural
maupun Teknis Judisial Subtansial.

Ketidakadanya sikronisasi antara kemampuan sumber daya manusia yang memadai
dalam mengoperasikan Tekhnologi Elektronik dengan tersedianya sarana fisik berupa
perangkat elektronik, akan mengakibatkan hakekat dasar pemeriksaan perkara yang
berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya murah untuk menjadi lebih efisien dan efektif
sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasan Judikatif
tertinggi menjadi tidak terwujud dengan baik.

Sejumlah indikator yang sebagian diantaranya berpotensi merefleksikan keadaan
dalam upaya pemenuhan maksud dan tujuan pemberlakuan persidangan secara hybrid. Hal
ini seperti sosialisasi terhadap Perma tersebut bagi aparatur peradilan dan pihak terkait yang
masih belum maksimal, adanya aturan yang saling bertentangan satu sama lain hingga
adanya ketentuan yang tidak implementatif. Oleh karena itu untuk menghindari adanya
kegagalan dalam pengimplementasian Perma, pembentuk aturan sebagai pihak yang
menyusun dan memahami maksud dan tujuan pasal-pasal tersebut dapat melakukan
berbagai langkah untuk menyikapinya.
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Langkah tersebut seperti memperluas kegiatan sosialisasi dalam implementasi Perma,
membuka ruang uji publik terhadap aturan-aturan yang masih membingungkan dan saling
bertentangan bahkan jika dimungkinkan juga membuat perbaikan-perbaikan pada pasal yang
tidak implementatif. Selain itu, Sistem Informasi Pengadilan dan E-court juga harus
senantiasa dioptimalkan dan fitur-fiturnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Perma Nomor
7 Tahun 2022. Dengan demikian, adanya suatu peraturan yang senantiasa bertujuan demi
kepentingan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks ini, diharapkan implementasi Perma
tersebut dalam lingkup peradilan mampu menerapkan tercapainya asas sederhana, cepat dan
biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pendekatan teknologi informasi.

Disharmoni Pengaturan Hukum Terkait Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik

Disharmoni peraturan untuk persidangan elektronik atau hybrid memang merupakan
masalah yang perlu diperhatikan. Beberapa bentuk disharmoni yang mungkin terjadi, yaitu
Konflik antar peraturan dengan Perbedaan dalam mengatur persidangan elektronik, Ketidak
sesuaian, Ketidak lengkapan regulasi karena beberapa aspek persidangan elektronik
mungkin belum diatur secara komprehensif, Kekosongan hukum dalam menangani masalah
teknis yang mungkin timbul, Interpretasi dan Penafsiran yang beragam terhadap aturan baru
oleh berbagai pihak dalam sistem peradilan, Ketidaksesuaian dengan asas hukum acara yang
ada karena beberapa aturan persidangan elektronik mungkin bertentangan dengan asas-asas
hukum acara yang telah mapan. Masalah yurisdiksi berupa Ketidakjelasan dalam penentuan
yurisdiksi untuk kasus-kasus lintas wilayah dalam persidangan elektronik dan Standarisasi
prosedur akibat Perbedaan prosedur antar pengadilan dalam menerapkan persidangan
elektronik.

Perlindungan data dan privasi juga dapat diakibatkan dari Ketidakselarasan antara
peraturan persidangan elektronik dengan undang-undang perlindungan data.

Aksesibilitas dan kesetaraan menjadi Potensi konflik antara efisiensi persidangan
elektronik dan prinsip keadilan bagi pihak yang kurang mampu mengakses teknologi. Untuk
mengatasi disharmoni ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah :

1. Melakukan harmonisasi peraturan secara menyeluruh.

2. Menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan komprehensif.

3. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang seragam.

4. Melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian peraturan berdasarkan pengalaman
implementasi.

5. Membentuk tim khusus untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam
pelaksanaan persidangan elektronik atau hybrid.

6. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan revisi
peraturan.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan disharmoni peraturan dapat diminimalkan,
sehingga persidangan elektronik atau hybrid dapat berjalan lebih efektif dan tetap menjaga
integritas proses peradilan.

KESIMPULAN

Persidangan konvensional maupun persidangan hybrid memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing, tidak ada yang secara mutlak lebih baik melainkan tergantung
pada situasi dan konteks yang dihadapi. Teori kemanfaatan hukum menganjurkan agar
hukum dapat mengikuti perkembangan zaman. Persidangan hybrid merupakan bentuk
adaptasi sistem peradilan terhadap kemajuan teknologi informasi untuk memberikan manfaat
yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pengaturannya persidangan perkara perdata
secara hybrid sendiri dapat memenuhi harapan untuk menuju persidangan sesuai Asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti: Prosedur persidangan yang lebih
ringkas dan tidak berbelit-belit, Kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi para pihak
yang berperkara, Efisiensi waktu dengan mengurangi penundaan sidang karena alasan jarak
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tempuh, Percepatan proses administrasi dan penyampaian dokumen secara digital,
Penghematan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pihak dan saksi, serta efisiensi
operasional pengadilan seperti penggunaan ruang sidang, staf pendukung, dan lain lain.

Beberapa disharmoni yang muncul dalam pengaturan persidangan hybrid yaitu adanya
ketidaklengkapan regulasi karena beberapa aspek persidangan elektronik mungkin belum
diatur secara komprehensif dalam menangani masalah teknis yang mungkin timbul, adanya
perbedaan dalam mengatur persidangan elektronik baik oleh perma itu sendiri maupun dalam
petunjuk pelaksananya sehingga masih membuka celah penafsiran yang beragam terhadap
aturan baru oleh berbagai pihak, Ketidaksesuaian dengan asas hukum acara yang ada karena
beberapa aturan persidangan elektronik/hybrid mungkin bertentangan dengan asas-asas
hukum acara yang telah mapan.
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